DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/20 TAHUN 2018
TENTANG

USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa Usul Prakarsa Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan
untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi
Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang;

b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
maka Persetujuan menerima Usul Prakarsa
dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan
DPRD;



Mengingat

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang tentang Usul Prakarsa
Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang
Perubahan  Kedua Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang Menjadi Prakarsa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



7.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan = Rakyat  Daerah(Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inpormasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104).



Menetapkan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan;

19. Peaturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah  Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan PerdaKota Semarang Nomor 5 tahun 2013
tentang Perubahan Atas PerdaKota Semarang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENJADI
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG.



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menerima Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Penjelasan usul Prakarsa tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Semarang
Pada tanggal : 31 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
K A

SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

® NoUulkhwh=

. Walikota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Para Anggota DPRD Kota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Para Asisten Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Para Kepala Badan, Dinas, dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;

Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.




